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Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk 1) Mengetahui pola hubungan antara pemangku kepentingan dengan 
Komponen Simpul Jaringan di OPD se-Provinsi Sumatera Barat, 2) Mengetahui kesiapan IDS pada 
OPD se-Provinsi Sumatera Barat yang dievaluasi menggunakan Social Network Analysis dengan 
visualisasi diagram indeks. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei ke 
OPD se-Provinsi Sumatera Barat melalui penyebaran kuisioner. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini adalah Social Network Analyis yang digunakan untuk menghitung nilai centrality yang 
merepresentasikan peran dari masing-masing OPD dalam ketersediaan IDS untuk mendukung Simpul 
Jaringan Informasi Geospasial, terkhususnya di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini adalah 1) 
Dinas BMCKTR dan DISKOMINFO merupakan OPD yang menjadi pusat sentralitas. Dengan 
menggunakan tools Ucinet membuktikan kepadatan dalam jaringan diatas 50% sehingga secara iktan 
dianggap kuat, 2) Berdasarkan 13 OPD yang teliti, terdapat 3 OPD yang belum siap, 7 OPD yang agak 
siap, dan 3 OPD yang cukup siap.  
Kata kunci: IDS, OPD, Simpul Jaringan, Social Network 
 
 

Abstract 
The aims of the study were 1) to find out the pattern of relationships between stakeholders and the 
Network Node Components in OPDs throughout West Sumatra Province, 2) to determine IDS 
readiness in OPDs throughout West Sumatra Province which were evaluated using Social Network 
Analysis with visualization of index diagrams. This type of research is quantitative research with a 
survey method to OPDs throughout West Sumatra Province by distributing questionnaires. The data 
analysis technique in this study is Social Network Analysis which is used to calculate the centrality 
value which represents the role of each OPD in the availability of IDS to support Geospatial 
Information Network Nodes, especially in West Sumatra Province. The results of this study are 1) The 
BMCKTR and DISKOMINFO services are OPDs which are the center of centrality. By using Ucinet 
tools, it proves that the density in the network is above 50% so that the relationship is considered 
strong, 2) Based on the 13 OPDs that have been carefully examined, there are 3 OPDs that are not 
ready, 7 OPDs that are somewhat ready, and 3 OPDs that are quite ready. 
Keywords: IDS, OPD, Network Node, Social Network 
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PENDAHULUAN 

Menurut Prof. Dr. Ir. 
Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc, Eng 
menjelaskan Indonesia ialah negara 
yang besar, maka dari itu informasi 
geospasial wajib dan sangat diperlukan 
untuk mengelola dan mengembangkan 
negara. Informasi geospasial memiliki 
peran strategis untuk pembangunan, 
hampir 90% kegiatan pemerintah 
mempunyai elemen geospasial seperti, 
pembangunan Kawasan perbatasan 
dan daerah tertinggal, pembangunan 
desa, mitigasi, dan adaptasi bencana. 
Ketersediaan informasi geospasial 
yang akurat dan terpecaya bisa 
meningkatkan pengambilan keputusan 
lebih efesien, efektif, dan komunikatif. 
Hal ini bisa berguna untuk pertanian, 
pengelolaan lingkungan, analisis 
sosial, perumahan, pemilihan lokasi, 
dan yang lainnya. 

Data geospasial adalah data 
yang sangat dibutuhkan oleh setiap 
tingkatan pemerintah, baik pusat 
maupun daerah. Data geospasial diolah 
agar menghasilkan informasi 
geospasial yang bermanfaat untuk 
mendukung berbagai pekerjaan. 
Informasi geospasial sangat berperan 
dalam mengambil keputusan. 
Pengambilan keputusan ini melibatkan 
informasi geospasial bukan hanya 
bidang keteknikan, tetapi aspek seperti 
ekonomi, lingkungan, politik, dan 
sosial juga diperlukan (McDougall et 
al., 2005). 

Menururt literatur yang ada, 
terdapat 3 komponen utama yang 
menentukan pemangku kepentingan, 
yaitu; Mengindentifikasi komponen-
kompenen ini dapat sangat membantu 
analisis pemangku kepentingan dalam 
menganalisis berbagai pemangku 
kepentingan. Berdasarkan atribut 
individu pemangku kepentingan, ada 
metode yang telah dikembangkan 
untuk menyelidiki hubungan 
pemangku kepentingan, dan metode 
yang paling sederhana ialah 
memvisualisasikan hubungan dengan 
mengembangkan matriks hubungan 
aktor (Biggs & Matsaert, 1999). 

Infrastruktur Data Spasial 
(IDS) merupakan kebutuhan untuk 
mendukung pengambilan keputusan 
untuk mengatasi berbagai masalah 
mengenai pembangunan berkelanjutan 
yang menciptakan kebutuhan yang 
berkembang untuk mengatur data 
lintas disiplin dan organisasi melalui 
pengembangan. IDS pada dasarnya 
ialah tentang fasilitas dan koordinasi 
pertukaran dan berbagi data spasial 
antara pemangku kepentingan dan 
komunitas data spasial (Feeney et al., 
2001). 

Berdasarkan hierarki 
pembangunan IDS, pemerintah daerah 
berpartisipasi sebagai pengguna dan 
penghasil data geospasial. Pemerintah 
daerah bertindak sebagai pihak yang 
menjalankan rencana strategis dan 
menjalin hubungan Kerjasama dengan 
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swasta, komunitas daerah, instansi di 
provinsi, dan instansi di daerah 
(Jacoby et al., 2002). Pemerintah 
daerah memiliki peran untuk 
memproduksi data geospasial dalam 
skala besar dan memberikan motivasi 
pada para pemangku kepentingan 
untuk berbagi data geospasial (Harvey 
& Tulloch, 2006). 

Pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan harus dianggap sebagai 
stakeholder yang penting. Hal ini 
dikarenakan kebijakan yang dibuat 
pemerintah, baik pusat maupun daerah 
akan sangat menentukan strategi 
instansi (Fedora & Hudiyono, 2019). 

Sumatera Barat salah satu 
mendukungnya Integrasi simpul 
jaringan informasi geospasial menurut 
“Kebijakan Satu Data Indonesia”, 
dimana untuk mewujudkan 
ketersediaan data yang akurat dan 
dapat dipertanggung jawabkan bagi 
penyusunan kebijakan pembangunan 
daerah. Untuk memberikan 
kemudahan dan berbagi pakai dan 
penyebarluasan informasi geospasial, 
perlu mengoptimalkan dengan 
melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan di bidang informasi 
geospasial baik di pusat maupun 
daerah, dimana tertulis Peraturan 
Presiden Republik Indonesia (Perpres) 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Jaringan Informasi Geospasial 
Nasional (Republik Indonesia, 2014). 

Tujuan penelitian ini adalah 
Mengetahui pola hubungan antara 
pemangku kepentingan dengan 
Komponen Simpul Jaringan di OPD se 
lingkup Provinsi Sumatera Barat, 
Mengetahui kesiapan IDS pada OPD 
se lingkup Provinsi Sumatera Barat 
yang dievaluasi menggunakan Social 
Network Analysis dengan visualisasi 
diagram indeks. 

 
METODE PENELITIAN 
Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 
13 OPD se lingkup Provinsi Sumatera 
Barat, beberapa OPD terpilih, yaitu 
Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata 
Ruang (BMCKTR), Dinas Energi 
Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi 
dan Informatika (DISKOMINFO), 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), Dinas Peumahan 
Rakyat Permukiman dan Pertanahan 
(PERKIMTAN), Dinas Perhubungan, 
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 
Tanaman Pangan Holtikultura dan 
Perkebunan, Dinas Pariwisata, Badan 
Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA), Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
(PSDA). 
Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif, metode 
penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif ialah penelitian 



439 
 

Jurnal Buana Volume7 No.2 2023                                                     E-ISSN: 2615-2630 
 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variable mandiri, baik satu variabel 
atau lebih (independen) tanpa 
membuat perbandingan, atau 
menghubungkan variabel lain. 
Teknik Pengumpulan Data 

Wawancara dilakukan dengan 
tujuan untuk validasi data dan 
memperdalam informasi yang 
diinginkan tentang penerapan 
komponen IDS di OPD Provinsi 
Sumatera Barat, b. Kuisioner, Data 
primer yang digunakan pada penelitian 
adalah kuisioner penelitian dari 
Evaluasi diri Pemerintah Daerah dari 
Buku Panduan Simpul Jaringan BIG 
Tahun 2018 (BIG, 2018). 

Perangkat keras yang 
digunakan adalah laptop dan perangkat 
lunak yang dipakai ialah Microsoft 
Excel, dan Word, Ucinet 6, Netdraw. 

Teknik pengumpulan data 
Dilakukan untuk mengumpulkan data 
dan bahan-bahan referensi yang terkait 
dengan masalah penelitian ini. 
Metode Social Network Analysis 
Pola hubungan para pemangku 
kepentingan dengan para OPD 
Sumatera Barat terhadap IG dengan 
metode social network dimana 
jaringan yang terbentuk 
menggambarkan model interaksi yang 
terjadi berdasarkan hasil analisis 
statistik-deskriptif. Keterhubungan 
antar aktor akan menggambarkan 
model interaksi yang dibangun dalam 
social network dan mengetahui aktor-

aktor yang memiliki peran penting 
dalam social network. 
Menghitung nilai Centrality 

Untuk melihat peran dari aktor 
dalam social network, digunakan 
metode SNA dan penerapannya dapat 
dilakukan dengan cara: pertama 
mengubah sociogram hasil survei ke 
dalam format UCINET dataset (##d 
dan. ##h) untuk perangkat lunak 
NetDraw. 
1. Density 

Melakukan penjelasan 
mengenai jumlah hubungan yang 
dibuat yang diterima oleh masing-
masing aktor dalam sebuah jaringan. 
2. Eigenvector Centrality 

Mengukur seberapa baik aktor 
terhubung ke aktor lain. 
3. Degree Centrality 

Merupakan Derajat Sentralitas 
dikemukakan oleh Scott (2009) 
berkenaan dengan konsep sosiometri 
dalam mengidentifikasi individu yang 
berperan sebagai “star” yakni individu 
paling polpuler di dalam sebuah 
jaringan atau individu yang menempati 
posisi sentral dan menjadi pusat 
perhatian. 

 
4. Closeness Centrality 

Tingkat kedekatan ini 
menunjukan jumlah Langkah yang 
harus ditempuh oleh individu dalam 
menghubungi individu lainnya di 
dalam sistem. 
5. Betweness Centrality 
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Mengukur untuk mengetahui 
seberapa jauh node dapat mengontrol 
dan mengendalikan alur informasi 
diantara aktor-aktor yang lain, dan 
seberapa baik aktor dapat 
memfasilitasi komunikasi dengan 
aktor yang lain. 
Rekapitulasi Kuesioner 

Data penelitian ini diperoleh 
dari hasil kuesioner. Pertanyaan 
kuesioner terdiri atas 23 pertanyaan 
dengan 2 pilihan jawaban yaitu belum 
ada dan sudah ada. Agar dapat diolah, 
maka pilihan jawaban diberikan bobot. 
Jawaban sudah ada mendapat bobot 1 
dan jawaban belum ada mendapat 
bobot 0. 

Kuesioner direkap 
menggunakan perangkat lunak 
Microsoft Excel untuk memudahkan 
dalam mengelola data kuesioner. 
Adapun data yang direkap adalah (1) 
Nama OPD, (2) Identitas pengisi 
kuesioner, (3) jawaban kuesioner. 

Tabel 1. Jawaban Kuesioner 

No. Jawaban Kuesioner Bobot 
1 Sudah ada 1 
2 Belum ada 0 

Sumber: Peneliti 2022 

Visualisasi diagram indeks 
digunakan untuk menyajikan data dari 
kesiapan IDS. Visualisasi indeks 
diperoleh dari hasil jumlah 
pembobotan pilihan jawaban 
kuesioner, yang mana indikator 
dikelompokan berdasarkan komponen 

IDS. Adapun persamaan yang 
digunakan untuk menghitung diagram 
indeks per komponen IDS sebagai 
berikut: 

Diagram indeks per komponen IDS =  

(∑bobot masing-masing komponen/n) 
x 100%.........................................(1) 

 Dimana: 

 N = banyaknya indikator 
tiap komponen IDS 

I. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini difokuskan hanya 
beberapa OPD saja yaitu ada 13 OPD 
antara lain ialah Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD), Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura & 
Perkebunan, Dinas Perhubungan, 
Dinas Kominfo, Dinas Kehutanan, 
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
dan Bina Kontruksi, Dinas Pariwisata, 
Dinas Energi & Sumber Daya Mineral, 
Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata 
Ruang, Dinas Perumahan Rakyat 
Permukiman Pertanahan, Dinas 
Kelautan & Perikanan. 

Pola Hubungan antara Stakeholder 
dengan komponen IDS 

Sosiogram dapat 
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menggambarkan pola interkasi antara 
para aktor dalam status sosiometri atau 
keadaan keseluruhan aktor dalam 
social network. Pada penelitian ini 
menggunakan software UCINET 6 
untuk mengetahui pola hubungan 
peran stakeholder pada pemanfaatan 
Infrastruktur Data Spasial dengan 
menggunakan metode Social Network 
Analysis (SNA) dan visualiasi dengan 
NetDraw. Data diambil penelitian ini 
menggunakan data dari identitas 
responden kuesioner OPD yang 
terpilih di Provinsi Sumatera Barat. 
Pengambilan data menggunakan 
kuesioner yang kemudian 
ditabulasikan dalam matriks relasi 
dalam format Microsoft Excel dimana 
(apabila tidak ada relasi diberi nilai 0 
dan apabila ada relasi diberi nilai 1). 

Untuk melakukan visualiasasi 
sosiogram menggunakan metode SNA 
(Social Network Analysis) ada 5 tahap 
untuk menentukan centrality dalam 
pola hubungan (Prayudi, 2020), yaitu: 

1. Density 
2. Eigenvector Centrality 
3. Degree Centrality 
4. Closeness Centrality 
5. Betweeness Centrality 

Berikut gambar yang disajikan 
berupa graph dengan hasil 
implementasi menggunakan metode 

Social Network Analysis dengan 
aplikasi UCINET 6. 

Gambar 1. Data Matriks Kesiapan 
IDS 

Pada Gambar 1. Di atas, semua 
tabel yang dengan dirinya sendiri 
bernilai 0 karena tidak memiliki relasi 
apapun dengan dirinya sendiri. Angka 
1 melambangkan adanya relasi dengan 
aktor lain. Ini adalah hasil pengolahan 
data dari data yang sebelumnya dari 
kuesioner menjadi data dalam bentuk 
matriks yang disebut dataset dan akan 
diolah di UCINET. Berikutnya pada 
Gambar 4. Merupakan dataset 
kesiapan IDS yang sebelumnya 
berformat Microsoft excel menjadi 
dataset berformat UCINET. 

Gambar 2. Visualisasi Data Kesiapan 
IDS OPD se lingkup Provinsi 
Sumatera Barat. 

Pada Gambar 2. Adalah tampilan dari 
hasil matriks menggunakan aplikasi 
NetDraw. Garis-gais tersebut ialah 
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menunjukan relasi-relasi antar aktor. 
Ada relasi yang masuk maupun ada 
relasi yang keluar di dalam jaringan 
tersebut. 

Sedangkan pada Gambar 3 di bawah 
merupakan display dari dataset yang 
akan diproses pada tools ucinet, disini 
terlihat nama aktor dan jaringan yang 
sudah di ubah dalam bentuk matriks. 
Pada dataset ini terlihat 13 aktor dan 
ada 2 yang menjadi centality di dalam 
jaringan tersebut. 

Untuk mengetahui nilai 
centrality pada tools ucinet, Pertama 
menentukan density, density ialah 
memperoleh informasi dimana jumlah 
relasi yang diterima pada masing-
masing aktor. 

Pada Gambar 4. Di atas menampilkan 
average hubungan sebesar 0,2949. 
Hasil tersebut menunjukan bahwa 
hubungan di dalam jaringan tersebut 
tidak terlalu kuat, sedangkan untuk 
standar deviasi nya ialah 0,4560. 
Standar deviasi menunjukan bahwa  

Gambar 4. Hasil Perhitungan Density 

di UCINET 

semua nilai di dalam himpunan 
tersebut sama, sedangkan nilai deviasi 
jika lebih besar menunjukan bahwa 
titik data aktor jauh dari nilai rata-rata. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil Perhitungan 

Eigenvector di UCINET 

Pada Gambar 5. Di atas adalah hasil 
dari eigenvector centrality, dimana 
digunkan untuk memberikan bobot 
yang lebih tinggi pada aktor yang 
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terhubung dengan aktor lainnya. Jika 
aktor memiliki bobot tinggi pada 
jaringan tersebut maka itu hasil dari 
eigenvector centrality nya. Ada 5 
faktor pada eigenvalues yaitu factor, 
value, percent, cum, ratio. Hasil dari 
penjumlahan satu kolom value ialah 
5.21699 sedangkan 100 adalah hasil 
penjumlahan dari kolom percent. 

 

Gambar 6. Hasil Perhitungan degree 
centrality di UCINET 

 

Dari hasil dari perhitungan 
degree centrality terdapat 2 aktor yang 
memiliki nilai degree centrality yang 
tinggi dan sama yaitu pada aktor 
BMCKTR adan KOMINFO. Dimana 
nilai OutDegree dan InDegree nya 
sama yaitu sebesar 12.  

Berdasarkan Gambar 6. Nilai 
network out-degree centrality index 
dan network in-degree centrality index 

sama besar yaitu 76,389%. Network 
Centrality secara keseluruhan tinggi, 
yaitu di atas 50%. Hal ini menunjukan 
bahwa pengaruh dari OPD bervariasi 
dalam social network. 

Gambar 7. Hasil Perhitungan 
closeness centrality pada UCINET 

 

Untuk menentukan closeness 
centrality caranya dengan melihat 
aktor dengan nilai perhitungan 
terbesar. Berdasarkan hasil 
pengukuran closeness centrality 
dipeoleh satu informasi nilai 
inCloseness paling tinggi yaitu oleh 
aktor BMCKTR dan KOMINFO 
dengan nilai 100. Maka aktor tersebut 
memiliki kemudahan dalam 
berinteraksi dan menyebarkan 
informasi dalam hubungan antara aktor 
dengan aktor yang lain. Jadi aktor 
BMCKTR dan KOMINFO memiliki 
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kemudahan menyebarkan informasi 
dan berbagi data di dalam jaringan. 
Kemampuan pada OPD untuk 
mengakses informasi dalam IDS dapat 
diketahui dengan melihat nilai network 
centrality yaitu sebesar 87,12%. 
artinya secara keseluruhan tinggi, 
karena lebih besar dari 50%. 

Hasil dari perhitungan 
betweness centrality dengan 
menggunakan ucinet. Pada betweness 
centrality terdapat 2 kolom yaitu 
Betweness dan nBetweness. Normalitas 
digunakan untuk menilai sebaran data 
pada jaringan, apakah data tersebut 
tersebar dengan baik apa tidak. 
Betweness digunakan untuk 
menentukan aktor yang 
mengendalikan informasi atau aktor 
yang berperan sebagai fasiliator di 
dalam jaringan. Aktor yang memiliki 
di atas angka 0 menunjukan bahwa 
aktor tersebut memiliki kemungkinan 
berinteraksi dengan aktor lain. Disini 
aktor BMCKTR dan KOMINFO 
memiliki nilai tertinggi dengan nilai 
sebesar 27.500. jadi aktor BMCKTR 
dan KOMINFO mengendalikan 
informasi di dalam jaringan ini. 

Bisa disimpulkan bahwa Pada 
hasil visualiasasi pola hubungan OPD 
se lingkup Provinsi Sumatera Barat 
yaitu pada Dinas Bina Marga Cipta 
Karya dan Tata Ruang (BMCKR), dan 
Dinas Komunikasi dan Informatika 
(KOMINFO). 2 aktor tersbut ialah 

termasuk kelompok stakeholder 
Pemain Kunci. Pada dinas BMCKTR 
khususnya di bidang Tata Ruang itu 
sangat berperan penting pada 
Infrastruktur Data Spasial karena dinas 
tersebut ditunjuk langsung oleh Badan 
Infromasi Geospasial (BIG) untuk 
memegang Akun Geoportal Provinsi 
Sumatera Barat. Dimana dulu Badan 
Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDDA) yang 
infrastruktur data spasial dilakukan 
oleh BAPPEDA namun dialihakan ke 
Dinas BMCKTR pada tahun 2018, dan 
Dinas KOMINFO juga termasuk 
pemain kunci dikarenakan dinas OPD 
tersebut memegang akun geoportal 
Provinsi Sumatera Barat dan lokasi 
hosting semua OPD itu pusatnya pada 
dinas KOMINFO. 

Evaluasi Kesiapan IDS 

 Tabel 1. Banyaknya Indikator tiap 
komponen IDS 

 Untuk menyajikan kesiapan 
IDS yaitu menggunakan diagram 
indeks dimana kesiapan tiap 
komponen IDS diperoleh dari hasil 

Komponen IDS 
Jumlah 

Indikator 
Persentase 

Aspek kebijakan 6 13% 

Aspek 
Kelembagaan 

4 9% 

Aspek SDM 10 22% 

Aspek Teknologi 11 24% 

Aspek Data 14 31% 

Jumlah 45 100% 
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penjumlahan bobot pilihan jawaban 
indikator, yang mana indikator 
dikelompokkan berdasarkan 
komponen IDS (Annisa, 2014).  

Diagram indeks kesiapan untuk 
tiap OPD se lingkup Provinsi 
Sumatera Barat. Adapun persamaan 
yang digunakan untuk menghitung 
diagram indeks per komponen IDS 
pada persamaan 1. Penggunaan 
diagram batang memudahkan melihat 
kesiapan pada OPD dalam 
membangun IDS. Indeks Kesiapan 
IDS yang disajikan per komponen 
sebagai berikut: 

a) Indeks kesiapan komponen 
peraturan/kebijakan 

Indeks kesiapan kebijakan ialah 
penjumlahan variabel indikator 
komponen peraturan/kebijakan. 
Komponennya terdiri atas 6 variabel 
indikator. berikut pada tabel 6 
disajikan banyak IDS pada OPD yang 
telah menjalankan indikator komponen 
peraturan/kebijakan. 

Gambar 9. Indeks kesiapan 
peraturan/kebijakan 

Berdasarkan indeks kesiapan 
komponen peraturan/kebijakan pada 
Gambar 9. Dinas Bina Marga Cipta 
Karya Tata Ruang (BMCKTR) 
memiliki kesiapan komponen 
peraturan. kebijakan tertinggi, yaitu 
sebesar 67% dari 100%.  Terdapat 4 
OPD yang telah melaksanakan praktek 
komponen peraturan/kebijakan, yaitu 
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura 
dan Perkebunan, BPBD, Dinas 
Perkimtan, dan dan BAPPEDA. 
Sejumlah 13 OPD, seluruh OPD 
belumm memiliki peraturan Gubernur 
terkait penyelengaraan informasi 
geospasial. Terdapat 9 OPD yang 
memiliki rencana strategis atau 
roadmap untuk menyelenggarakan 
informasi geopasial yaitu Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, 
Dinas BMCKTR, Dinas KOMINFO, 
Dinas Perikanan, Dinas PSDA, Dinas 
Kehutanan, Dinas Pariwisata dan 
Dinas Perhubungan.Terdapat 3 OPD 
memiliki SOP yaitu Dinas BMCKTR, 
Dinas PSDA, dan Dinas Kehutanan. 
Dan terdapat 1 OPD yang ada 
penetapan unit produksi untuk data 
geospasial sesuai Perpres 27/2014 
ialah Dinas PSDA. 

b) Indeks Kesiapan Kelembagaan 

Merupakan hasil penjumlahan dari 
variabel indikator komponen 
kelembagaan. Komponen 
kelembagaan terdiri atas 5 variabel 
indikator. 
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Gambar 10. Indeks kesiapan 
Aspek Kelembagaan 

Berdasarkan indeks kesiapan 
komponen kelembagaan Gambar 13, 
terdapat 4 OPD yang menjalankan 
hampir menjalankan semua indikator 
komponen kelembagaan, yaitu oleh 
Dinas Kelautan, Dinas BMCKTR, 
Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas 
PSDA. 

c) Kesiapan Sumber Daya Manusia 
(SDM) 

Indeks kesiapan SDM ialah hasil 
dari penjumlahan variabel indikator 
komponen sumber daya manusia. 
Dimana terdiri dari 10 variabel 
indikator komponen sumber daya 
manusia. 

Gambar 11. Indeks Kesiapan Aspek 
Sumber Daya Manusia 

Indeks kesiapan aspek SDM pada 
Gambar 11. Menunjukan bahwa OPD 
Provinsi Sumatera Barat memiliki 
kesiapan aspek SDM tertinggi oleh 
OPD Dinas Kehutanan dan Dinas 
PSDA yaitu sebesar 60%.dan terdapat 
2 OPD yang rendah untuk Aspek SDM 
nya adalah Dinas Pariwisata dan Dinas 
Perhubungan. 

d) Kesiapan Teknologi 

Indeks Kesiapan teknologi 
merupakan hasil dari penjumlahan 
variabel indikator komponen 
teknologi. Komponen teknologi terdiri 
atas 11 variabel indikator.  

Skor maksimal IDS pada tiap OPD 
yang menjalankan variabel indikator 
adalah 11. Indeks kesiapan komponen 
teknologi tiap OPD disajikan dalam 
persentase maksimal 100% dapat 
dilihat pada Gambar 12. 

Gambar 12. Indeks Kesiapan 
Aspek Teknologi 

 

Berdasarkan indeks kesiapan 
komponen teknologi pada Gambar 12. 
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Menunjukan bahwa OPD yang 
memiliki kesiapan teknologi tertinggi 
ialah Dinas BMCKTR dan Dinas 
PSDA, yaitu sebesar 100%. Dan 
terdapat 2 OPD yang kesiapan 
teknologi nya rendah adalah Dinas 
Perhubungan dan BAPPEDA. 

e) Kesiapan Data 

Indeks kesiapan data merupakan 
hasil penjumlahan variabel indikator 
komponen data. Komponen data terdiri 
atas 14 variabel indikator. 

Skor masksimal IDS tiap OPD 
yang mejalankan semua variabel 
indikator adalah 14. Indeks kesiapan 
komponen data tiap OPD yang 
disajikan dalam persentase maksimal 
100% dapat dilihat pada Gambar 13. 

Gambar 13. Indeks Kesiapan Aspek 
Data 

Berdasarkan indeks kesiapan IDS 
aspek data pada Gambar 16. yang 
memiliki komponen tertinggi adalah 
Dinas BMCKTR yaitu sebesar 93%. 
Dan sebanyak 2 OPD yang belum ada 

komponen data, yaitu Dinas Bappeda 
dan Dinas KOMINFO. 

f) Indeks Kesiapan IDS tiap OPD 

Indeks kesiapan IDS tiap OPD 
merupakan hasil penjumlahan variabel 
indikator komponen IDS. Persamaan 
untuk menghitung indeks kesiapan 
IDS tiap OPD disajikan pada 
persamaan (1). Secara keseluruhan, 
etrdapat 45 variabel indikator pada 
kuesioner yang dipilih. Penjumlahan 
dari variabel indikator tiap OPD 
disajikan dala Indeks Kesiapan IDS 
pada tiap OPD Provinsi Sumatera 
Barat pada Gambar 14 berikut: 

Gambar 14. Indeks Kesiapan pada 
OPD Provinsi Sumatera Barat 

 

Bersarkan Gambar 14. Persentase 
maksimal kesiapan IDS adalah 100%. 
Berdasarkan nilai persentase, Dinas 
BMCKTR memiliki kesiapan paling 
tinggi, yaitu sebesar 80%. Sedangkan, 
BAPPEDA memiliki kesiapan IDS 
terendah yaitu sebesar 16%. Tingkatan 
dilihat pada Tabel 3. Sebagai berikut: 
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Tabel 3. Skor tingkat kesiapan IDS 

Sumber: (Sutanta et al., 2014). 

Berdasarkan Tabel 3. Tingkat kesiapan 
IDS tiap OPD disajikan sebagai 
berikut: 

Tabel 4. Tingkat Kesiapan IDS pada 
tiap OPD Provinsi Sumatera Barat 

 

Berdasarkan Tabel 4. sebanyak 3 OPD 
yang memiliki status Belum Siap, 
yaitu BAPPEDA, Dinas Pariwisata, 
Dinas Perhubungan. Sebanyak 3 OPD 
yang memiliki status Cukup Siap, 
yaitu Dinas PSDA, Dinas ESDM, 
Dinas BMCKTR. Dan sebanyak 7 
OPD memiliki status Agak Siap, yaitu 
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
KOMINFO, Dinas Kehutanan, Dinas 
PERKIMTAN, BPBD, Dinas 
Perikanan dan Kelautan dan Dinas 
Tanaman Pangan, Holtikultura, dan 
Perkebunan. 

Setiap OPD memiliki 
kelebihan dan kekurangan dala 

menjalankan komponen IDS yang 
berbeda-beda. Misalnya, Dinas 
Kehutanan memiliki kesiapan 
peraturan/kebijakan sebesar 33%, 14% 
data, 60% sumber daya manusia, 64% 
teknologi, dan 50% kelembagaan. 
Hasil penjumlahan persentase tersebut 
diperoleh nilai 42%, sehingga Dinas 
Kehutanan memiliki status Agak Siap. 
Dalam suatu OPD memperoleh nilai 
kesiapan yang tinggi karena terdapat 
salah satu aspek yang memiliki nilai 
tinggi. 

KESIMPULAN 

Hasil dari pemetaan pola hubungan 
antar OPD pada Infrastruktur Data 
Spasial menggunakan Social Network 
Analysis (SNA) menunjukan dalam 
analisis jaringan proses-proses 
perhitungan nilai centrality cukup 
mengetahui peranan aktor dalam social 
network yang dihasilkan. Dan pada 
penelitian ini diperoleh hasil bahwa 
Dinas BMCKTR dan DISKOMINFO 
merupakan OPD yang menjadi pusat 
sentralitas. Dengan menggunakan tools 
Ucinet membuktikan kepadatan dalam 

Nama OPD 
Indeks Kesiapan 

OPD 
Keterangan 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan 
Bina Kontruksi 

62% Cukup Siap 

Dinas Pariwisata 13% Belum Siap 

Dinas Energi Sumber Daya Mineral 51% Cukup Siap 

Dinas Lingkungan Hidup 38% Agak Siap 

Dinas Komunikasi dan Informatika 29% Agak Siap 
Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah 

16% Belum Siap 

Dinas Kehutanan 42% Agak Siap 

Dinas Perhubungan 20% Belum Siap 

Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang 80% Cukup Siap 
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, 
dan Pertanahan 

33% Agak Siap 

Badan Penanggualangan Bencana Daerah 31% Agak Siap 

Dinas Kelautan dan Perikanan 42% Agak Siap 
Dinas Tanaman Pangan, 
HOLTIKULTURA, dan Perkebunan 

27% Agak Siap 

 

Tingkat Kesiapan 
IDS Skor  

Siap 75,1%-100% 
Agak Siap 50,1%-75% 
Cukup Siap 25,1%-50% 
Belum Siap 0%-25% 
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jaringan diatas 50% sehingga secara 
iktan dianggap kuat. 

Hasil evaluasi Kesiapan IDS pada 
tiap OPD dengan mengguakan 
kuesioner dan wawancara diperoleh 
bahwa belum ada OPD yang siap. 
Berdasarkan 13 OPD yang teliti, 
terdapat 3 OPD yang belum siap, 7 
OPD yang agak siap, dan 3 OPD yang 
cukup siap. Dilihat dari aspek data 
pada diagram indek kesiapan aspek 
data menunjukan bahwa masih banyak 
yang belum memiliki kesiapan aspek 
data karena persentase palimg tinggi 
yang dicapai OPD adalah 6% dari 
persentasi maksimal 31%. 
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